
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia tangga] 8 Agustus 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

BUPATI TEGAL, 
a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tega! Nomor 70 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal; 

b. bahwa pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial 
dalam perkembangnya masih terdapat permasalahan 
yang belum diatur penyelesaiannya dalam pedoman 
pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tegal; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menunbang 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR ~0 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 70 

TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTU AN SOSIAL 
YANG BERS UMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TEGAL 

PROVINS! JAWA TENGAH 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawa b 
Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dibah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor :l6 .ranun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4602); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 



PER~TUR~N BUPATI TENTANG PERUBAHA.N KEEMPAT 
ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 70 TAHUN 2011 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERS UMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nornor 32 Tahun 201 i 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ten tang 
Perubaha .... .!li-<><' Peraturan Menteri Dalam Nezeri Nemer l ,l \..t. <A.tJ<A.l.l l. l.l.U\..:J l - l-\A.1. .. .1'./l ll. i 1 IU ti l ·t:, .l J '- . .t•Vl 

32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Nornor 13) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nemer 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 42); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tegal {Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun 2019 Nornor 7, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131); 

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal 
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal; 



WIDODO JOKO MULYONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR .. ~~ 

I UMIAZIZ 
Diundangkan di Slawi 
pada tanggal ~ Juli 2020 

UPATrN TEGAL, 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal :3 Juli 2020 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

Pasal 43 

(1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) terdapat penerima hibah atau bantuan sosial yang 
mengirimkan laporan pertanggungjawaban namun penggunaannya tidak 
sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan 
sosial dikenakan sanksi tidak menerima hibah atau bantuan sosial dalam 
kurun waktu 3 (tiga) tahun. 

(2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) terdapat penerima hibah atau bantuan sosial tidak 
mengirimkan laporan pertanggungjawaban, penerima hibah atau bantuan 
sosial dikenakan sanksi tidak menerima hibah atau bantuan sosial dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun. 

(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) terdapat kerugian keuangan daerah, penerima hibah atau 
bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) terdapat penerima hibah atau bantuan sosial yang 
terlambat atau belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat 
waktu, penerima hibah atau bantuan sosial dikenakan sanksi pengurangan 
pagu hibah berikutnya sebesar 25o/o (dua puluh lima per seratus) dari pagu 
anggaran tahun berjalan. 

Pasal I 
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah 
untuk yang terakhir kalinya dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 
2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, diubah 
se bagai beriku t : 
Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 


